
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUSTAM EFENDI, SE., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :MUHAMMAD RUDI
Jabatan : Walikota
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan penc€tpaian target
kinerja terebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan surpervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam.28 Januad 2021

Pihak Kedua,

NrP. 19660402 198807 1 001



PERJANJIAN KINERJA 2021
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2021

Tersedianya Aparatur yang profesional
dan handal

Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

100%

Cakupan sarana dan prasarana aparatur 100vo

Terlaksananya pelayanan angkutan
umum yang aman oan nyaman

Persentase titik lokasi Parkir yang sudah
dikelola

87o/o

Tingkat Keamanan dan kenyamanan
transoortasi Jalan

9Olo

Terlaksananya pembangunan sarana
dan prasarana perhubungan darat dan

Persentase Sarana dan Prasarana
Perhubunoan vano terbanoun

650/o

laut Persentase Sarana dan Prasarana
Perhubunqan vano teroelihara

60%

4 Tersedianya Transportasi massal yang
berkesinambungan dan terjangkau oleh
masvarakat

Persentase layanan angkutan darat dan
laut

TOVo

5 Tersedianya akses ke wilayah hinterland Tersedianya Dermaga penyeberangan
pada Kabupaten/Kota yang memiliki
pelayanan angkutan penyeberangan yang
beroperasi pada lintas penyeberangan
dalam Kabupaien/Kota pada wilayah yang
memiliki alur pelayaran

lOOo/o

Tersedianya kapal penyeberangan yang
beroperasi pada lintas dalam
Kabupaten/Kota untuk menghubungkan
daerah tertinggal dan terpencil dengan
wilayah yang telah berkembang pada
wilayah yang telah ditetapkan lintas
penyeberangan dalam Kabupaten/kota

IOOVo

NO

1

PROGRAM

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Program Pengelolaan Pelayaran

ANGGARAN

27 .891.742.389,00

23.987 .355.327,O0

5.557.185.01 3,00

Rp 57.436.282.729,00

Rp

Rp

Rp

KETERANGAN

APBD II

APBD II

APBD II
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